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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan dampaknya
terhadap pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura selama tahun 2017-2020.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Lingkungan dan Kebersihan. Dengan
menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian ini melibatkan 230
responden masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas
masyarakat menilai kebijakan pemerintah Kota Jayapura tentang pengelolaan
sampah plastik telah mampu menekan jumlah sampah plastik. Namun demikian,
masih banyak dari anggota masyarakat yang menilai Pemprov belum sepenuhnya
mampu menekan jumlah sampah plastik, serta percaya kebijakan tersebut tidak
mampu mengurangi sampah plastik di kota. Berdasarkan hasil yang diperoleh,
diharapkan kebijakan ini juga dapat diterapkan di pasar tradisional sehingga bisa
semakin mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengurangi sampah
plastik di Kota Jayapura.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Pemerintah, Kota Jayapura.
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Abstract

This study aims to determine government policies and their impact on plastic
waste management in Jayapura City in 2017-2020. The study was conducted at
the Environmental and Cleanliness Office. Using qualitative data analysis
methods, the study involved 230 community respondents. The results indicate
that the majority of the public consider the Jayapura City government's policy
on plastic waste management to have been able to reduce the amount of plastic
waste. However, there are still many community members who think that the
provincial government has not been able to fully reduce the amount of plastic
waste, and believe that the policy is not able to reduce plastic waste in the city.
Based on the results obtained, it is hoped that this policy can also be applied in
traditional markets so that it can further reduce the use of plastic bags and
reduce plastic waste in Jayapura City.

Keywords: Plastic Waste, Government Policies, Jayapura City.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan
Kota Jayapura bahwa pencemaran lingkungan
akibat sampah plastik di Kota Jayapura,
diperkirakan 1 atau 2 ton sampah dalam satu
hari diangkut pada pembuangan akhir (TPA)
(Ramah, 2017). Adanya kebijakan mengenai
pembatasan timbunan sampah plastik sekali
pakai dapat mengurangi pemakai plastik
(Putri, 2019).

Andrawina et al. (2019) memperoleh
hasil riset bahwa 85,42 persen diantaranya
bersedia mendukung kebijakan pemerintah
dalam mengurangi penggunaan plastik, dan
40 persen diantaranya berpartisipasi dalam
kebijakan plastik terutang. Sementara itu,
Utcha & Chavalparit (2019) meneliti bahwa
Thailand telah menetapkan Strategi 3R
Nasional serta Rencana Induk Nasional
Pengelolaan Sampah (2016-2021), selain juga
meluncurkan “Rencana Pengelolaan Sampah
Plastik 2017-2021”, yang terdiri dari beberapa
pendekatan.

Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah
dalam mengatasi eksternalitas negatif dari
adanya penggunaan plastik di masyarakat
sebagai akibat dari kegiatan ekonomi
produsen dan konsumen yang mengakibatkan
munculnya dampak negatif. Hal ini karena
eksternalitas sampah plastik terjadi karena
besarnya penggunaan plastik di masyarakat
padahal ketergantungan pada plastik sekali
pakai berdampak buruk bagi lingkungan dan
manusia, karena mencemari lingkungan juga
menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Dengan
adanya bahaya yang timbul dari penggunaan
plastik maka pemerintah berupaya melalui
kebijakan dan programnya untuk mengurangi
penggunaan plastik sehingga menurunkan
sampah plastik.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah
untuk  mengatasi masalah eksternalitas
sampah plastik baik melalui kebijakannya,
program bank sampah yang dilakukan di
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masyarakat bahkan pelatthan daur ulang
sampah plastik yang berhubungan dengan
pengelolaan sampah plastik. Upaya yang
dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam
mengatasi masalah sampah plastik, seperti
program pemerintah dalam menurunkan
sampah plastik, melakukan pengolahan
sampah berupa kegiatan daur ulang serta
larangan menggunakan kantong belanja
plastik, strategi tanpa sampah, dan recycling
strategy yang ditujukan kepada perilaku
manusia untuk mengurangi limbah (Willis et
al., 2018).

Salah satu regulasi Pemerintah Kota
Jayapura untuk menurunkan sampah plastik
dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota
No. 1 tahun 2019 mengenai penerapan
penggunaan kantong belanja  alternatif
pengganti kantong plastik di Kota Jayapura.
Penerapan peraturan ini efektif dilaksanakan
pada tanggal 1 Februari 2019 (Tanan & Duri,
2021). Sampai dengan saat ini upaya ini
belum sepenuhnya mengurangi penggunaan
plastik di masyarakat. Muslihun ef al. (2020)
menemukan bahwa kebijakan kantong plastik
berbayar mendapat dukungan dari pemerintah
daerah, pelaku usaha maupun konsumen.
Meskipun konsumen mengetahui dan telah
mendukung kebijakan ini, namun dalam
kenyataannya tidak banyak mengubah pola
perilaku dari konsumen.

Perencanaan dan kebijakan pemerintah
atas masalah sampah plastik karenanya perlu
dievaluasi untuk menganalisis dampaknya di
masyarakat. Penelitian ini berfokus pada
upaya memahami bagaimana kebijakan
pemerintah serta menganalisis dampak akibat
penerapan kebijakan pemerintah tersebut
terhadap eksternalitas sampah plastik di Kota
Jayapura. Persoalan ini dinilai penting karena
menjadi studi kasus mengenai bagaimana
kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi
masalah dan pengelolaan sampah plastik,
khususnya wilayah di Kota Jayapura.
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Eksternalitas (Dampak sampingan)

Eksternalitas adalah kegiatan yang bisa
berpengaruh pada tingkat kesejahteraan orang
atau pihak lain. Untuk itu dapat diukur atau
dinilai dengan wuang, akan tetapi tidak
dimasukkan ke dalam harga produk yang
dihasilkan. Eksternalitas dapat timbul karena
adanya kegiatan seseorang yang berdampak
pada orang lain (sekumpulan atau sekelompok
orang lain), tetapi tidak memperoleh
kompensasi ataupun balas jasa, sehingga hal
ini dapat mengakibatkan atau berdampak pada
inefisiensi pada alokasi faktor produk
(Mangkoesoebroto, 2016).

Menurut Prasetyia (2012), eksternalitas
ada karena variabel dependen berupa adanya
pelaku ekonomi tertentu mengganggu fungsi
utilitas (fungsi kegunaan) terhadap pelaku
ekonomi lain. Kegiatan produksi suatu barang
efeknya dapat memperoleh manfaat atau
biaya dimana belum diperhitungkan proses
produksi dari barang yang dihasilkan, karena
adanya mekanisme pasar tidak dimasukan
dalam semua biaya atau manfaat sosial.

Salah satu contoh eksternalitas negatif
adalah pembuangan kemasan makanan dan
minuman (seperti: plastik, botol-botol plastik)
secara begitu saja sehingga berdampak pada
lingkungan sekitarnya. Kemasan yang sudah
habis masa pakainya saat ini merupakan salah
satu masalah lingkungan utama karena waktu
penggunaan yang singkat (Ciuffi et al., 2020).

Masalah Pengelolaan Sampah Plastik
Menurut Program Lingkungan PBB
(UNEP), antara 22 hingga 43 persen plastik
yang dipergunakan dibuang pada tempat
pembuangan sampah yang ada. Demikian
juga, diperkirakan 10 hingga 20 juta ton
sampah plastik mengakibatkan pencemaran di
lautan setiap tahunnya (Muryono, 2018).
Walaupun belum didapatkan adanya data
yang pasti atau akurat tentang seberapa besar
jumlah pencemaran sampah plastik di
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Indonesia, KLHK menyatakan sampah plastik

dari 100 toko/gerai anggota ASPRINDO

selama kurun waktu satu tahun menghasilkan

10,95 juta lembar sampah kantong plastik.

Menurut pihak Indonesia Solid Waste

Association (InSWA), produksi sampah

plastik yang ada di Indonesia diperkirakan

sebanyak 5,4 juta ton per tahun (Yuliyah,
2018).

Menurut Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, lingkungan sebagai kesatuan dengan
segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia, dan
perilaku, yang mempengaruhi kelangsungan
mata pencaharian dan kesejahteraan manusia
dan makhluk hidup lainnya (Siahaan, 2004).
Pengelolaan sampah di Indonesia sesungguh-
nya sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81
Tahun 2012 tentang pengolahan sampah di
Indonesia (Astuti, 2018).

Bermacam cara telah dilakukan dalam
menyelesaikan masalah pencemaran sebagai
akibat dari sampah plastik. Salah satu cara
adalah daur ulang, yaitu proses dengan
membuat bahan bekas pakai yang dapat
menghasilkan bahan yang baru. Kegiatan
mendaur ulang dianggap dapat mengurangi
atau menurunkan jumlah sampah plastik yang
tidak dimanfaatkan. Cara lain yaitu peng-
gunaan alat incinerator pada pusat-pusat
incinerator yang berlokasi di luar kota,
dimana sampah plastik dapat dimusnahkan
dengan cara dibakar. Cara ini dapat mengatasi
pengurangan bahan plastik dalam volume
besar, serta dapat menekan tingkat keter-
gantungan atas plastik yang berlebihan.

Pemerintah di sejumlah negara maju
dan berkembang telah membuat pelarangan
ataupun pembatasan produk plastik dengan
melarang pembuatan atau produksi dan
penjualan kantong plastik. Pada saat kegiatan
berbelanja, masyarakat disarankan memakai
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tas kertas atau tas berbahan kain lainnya,
seperti rami, katun, atau bahan lainnya yang
ramah lingkungan.

Palugaswewa (2018) meneliti kebijakan
pemerintah Sri Lanka yang telah menetapkan
berbagai alternatif sebagai pilihan untuk
memajukan sistem pengelolaan limbah atau
sampah di negaranya. Beberapa upaya yang
dilakukan adalah mengembangkan kebijakan,
strategi, juga pedoman penetapan peraturan,
dan juga menyediakan fasilitas instrastruktur
untuk dapat dipergunakan dalam pengelolaan
limbah atau sampah. Olusunmade (2019)
dalam studinya menemukan bahwa meski-
pun hampir 50 persen dari populasi yang
diteliti mengaku sadar akan bahaya limbah
plastik, tapi masih terdapat ketidakpedulian
dalam cara penanganan limbah ini, seperti
yang dapat diamati dari pembuangan limbah
secara sembarangan, menciptakan sampah di
sekitar lingkungan.

Di wilayah China, diperkirakan 111 juta
metrik ton sampah plastik akan dipindahkan
dengan kebijakan baru oleh pemerintah
negara tersebut pada tahun 2030 (Brooks et
al., 2018). Dari kasus negara China tersebut
dipahami bahwa diperlukan ide dan tindakan
global untuk mengurangi jumlah bahan yang
tidak dapat didaur wulang, yaitu dengan
mendesain ulang. Khan et al. (2019) dalam
studinya menemukan bahwa level konsumsi
plastik telah meningkat secara global, yang
menghasilkan sampah dalam jumlah besar
dan menimbulkan ancaman bagi lingkungan.
Kebijakan daur ulang sampah plastik
karenanya dinilai bisa membantu mengurangi
sampah dan ancaman lingkungannya.

Kebijakan Pemerintah terhadap Masalah
Sampah Plastik

Masalah sampah sudah menjadi masalah
serius yang ditangani Pemerintah Indonesia
(Septiadi, 2018). Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
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Strategi  Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga menyatakan pemerintah
menetapkan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah nasional (Jakstranas).
Peraturan tersebut juga termasuk sampah
plastik di laut dimana regulasi yang ada
bersifat lebih ketat dan spesifik. Peraturan ini
diperlukan sebagai pedoman strategi jangka
panjang dalam penanganan pencemaran
plastik laut di Indonesia, dan analisis yang
tepat mengenai dampak regulasi tersebut
terhadap pemangku kepentingan dan pihak
yang terkena dampak juga akan diperlukan
(Prisandani & Amanda, 2019).

Pembudayaan hidup ramah lingkungan
melalui kebijakan kantong plastik berbayar
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dapat menurunkan masalah yang
disebabkan oleh sampah plastik (Novianti &
Kartika, 2017). Pemerintah Kota Jayapura
telah menerapkan larangan penggunaan
kantong plastik di pasar modern dan pusat
perbelanjaan serta resmi diterapkan dalam
masyarakat di Kota Jayapura mulai tanggal 1
Februari 2019. Larangan penggunaan kantong
plastik ini berdasarkan Instruksi Walikota
Jayapura Nomor 1/2019, tentang penerapan
penggunaan kantong belanja  alternatif
pengganti kantong plastik di Kota Jayapura.
Sebenarnya pada tahun 2016-2017 penerapan
larangan penggunaan kantong plastik telah
mulai diberlakukan dengan menerapkan
penggunaan kantong plastik berbayar maupun
kantong plastik yang ramah lingkungan di
tempat pusat perbelanjaan di Kota Jayapura,
yang diharapkan menjadi satu solusi dalam
menurunkan sampah plastik di kota itu.

Pembatasan sampah sejak awal mem-
butuhkan pemberdayaan masyarakat dan juga
kebijakan strategis yang dilakukan oleh pihak
pemerintah melalui pembinaan kepada pihak
masyarakat, juga dengan penerapan kemajuan
teknologi terkini (Yustikarini et al., 2017).
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Program Bank Sampah merupakan
penerapan upaya kebijakan dengan mendaur
ulang sampah menyediakan fasilitas dan
sosialisasi pengolahan sampah. Perpaduan
kebijakan fiskal insentif dan disinsentif dapat
menekan jumlah sampah plastik menjadi
berkurang (Purwoko & Wibowo, 2018;
Wanda, 2019). Kebijakan pemerintah dalam
program pengelolaan sampah melalui bentuk
keterlibatan keaktifan masyarakat dengan
mengumpulkan dan mengangkut sampah,
jejaring pengolahan sampah mandiri dan
mobil hijau (Mulasari et al., 2014). Studi
milik Fangga & Mulasari (2016) menemukan
situasi adanya kelompok masyarakat yang
secara aktif mengelola sampah rumah tangga
dan selanjutnya mendapatkan insentif dari
Pemerintah Bantul. Temuan riset Maolani &
Ishak (2018) memperoleh fakta program
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Dili melalui sejumlah
program seperti penyuluhan lingkungan
terkait pengelolaan sampah, menyediakan bak
sampah di setiap desa, proses pengangkutan
sampah dari tempat pembuangan sementara
sampai kepada tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Wang
et al. (2020) merekomendasikan beberapa hal.
Pertama, peningkatan insentif atau denda
dapat meningkatkan kemungkinan bahwa
pengumpul maupun pendaur ulang akan
berpartisipasi dalam proses daur ulang.
Kedua, bentuk insentif dukungan kebijakan
bisa mendorong pengumpul dan pendaur
ulang untuk berpartisipasi dalam daur ulang
sampah plastik lebih awal daripada insentif
subsidi. Terakhir, pendaur ulang berperilaku
lebih sensitif daripada kolektor terhadap
hukuman yang diberlakukan pemerintah.

Pengelolaan sampah karenanya adalah
bentuk tanggungjawab bersama yang perlu
dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah
plastik yang bertujuan mengurangi volume
sampah plastik itu membutuhkan keterlibatan
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bersama antara pemerintah dan masyarakat

secara aktif. Upaya-upaya yang bisa

dijalankan seperti melalui program bak

sampah, penyediaan fasilitas, atau kombinasi

kebijakan fiskal insentif dan disinsentif.

Sejumlah upaya ini perlu diupayakan demi

memberikan manfaat berupa lingkungan

menjadi bersih, asri dan nyaman, dan juga
mendatangkan manfaat ekonomi.

Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah
terhadap Pengelolaan Sampah Plastik

Program Bank Sampah memberikan
dampak positif baik kepada masyarakat
maupun lingkungan. Hal ini dinilai sangat
membantu pemerintah berkenaan dengan
upaya menurunkan volume sampah (Saputri,
2015). Namun demikian, toko ritel modern
tidak merasakan dampak perubahan yang
nyata dalam aspek ekonomi dengan adanya
kebijakan kantong plastik berbayar yang
diterapkan (Saraswaty, 2018). Bentuk dampak
negatif yang muncul adalah karena TPA
mendapatkan beban sampah yang paling besar
sebagai lokasi ujung akhir pengelolaan
sampah. Penanggulangan dampak dari
pencemaran seperti biaya pengolahan limbah,
biaya pengumpulan dan pembuangan sampah
(eksternalitas negatif) dilakukan melalui
pengenaan cukai pada produk plastik.

Untuk mengatasi permasalahan terkait
pengelolaan sampah plastik di daerah
diperlukan peraturan pemerintah, fasilitas
pendukung, serta keterlibatan aktif semua
lapisan masyarakat untuk bersama-sama
menurunkan sampah plastik yang ada di
lingkungan dan sampai di TPA. Widiantara
(2020) menemukan penetapan Peraturan
Gubernur Bali tentang pembatasan timbunan
sampah plastik sekali pakai telah ditanggapi
secara positif oleh banyak pihak seperti
penggiat dan komunitas lingkungan, maupun
berbagai komponen masyarakat lainnya.
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Regulasi untuk pengelolaan sampah
plastik laut, diantaranya Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Sampah Laut, dan masyarakat Indonesia telah
berperan aktif dalam mengurangi sampah
plastik (Prisandani & Amanda, 2019). Bai et al.
(2018) menyarankan untuk memperkuat tata
kelola dan pengendalian sampah plastik pada
kegiatan perikanan pesisir di wilayah ang
bersangkutan guna upaya mengurangi jumlah

Kebijakan
Pemerintah

Masalah dan
Pengelolaan Sampah
Plastik

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah penulis, 2020.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah pembeli
atau konsumen di pasar retail modern di Kota
Jayapura. Selanjutnya, sampel mencakup 230
responden yang dipilih menggunakan teknik
accidental sampling (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan baik data
primer maupun data sekunder (Hardani et al.,
2020). Data primer dikumpulkan meng-
gunakan instrumen kuesioner dimana para
responden diminta memberikan respon
persepsi atas pertanyaan yang diajukan
peneliti mengenai kebijakan pemerintah
tentang sampah plastik di Kota Jayapura dan
dampak penerapan kebijakan  tersebut
terhadap upaya mengatasi masalah sampah
plastik di Kota Jayapura. Teknik wawancara
dilakukan untuk memperoleh data primer
pendukung yang diharapkan mempertegas
persepsi para responden tersebut terhadap
fenomena yang dianalisis. Teknik observasi

Dampak terhadap
Sampah Plastik
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sampah plastik di laut. Lebih jauh, tantangan
yang muncul dalam pengelolaan limbah
selama dan setelah pandemi yaitu perlunya
sistem pengelolaan sampah yang responsif
secara dinamis, serta disarankan untuk
mengurangi potensi dampak pandemi pada

sistem dalam pengelolaan limbah (Klemes et
al., 2020).

Penurunan
Sampah Plastik

juga digunakan untuk melengkapi data primer
dengan melihat dan mencermati secara
langsung perkembangan kebijakan dari
pemerintah terhadap masalah sampah plastik
dari tahun ke tahun yang diteliti. Berikutnya,
data sekunder diperoleh melalui upaya
menelaah dokumen dan laporan yang
berhubungan dengan kebijakan Pemerintah
Kota Jayapura terhadap masalah dan
pengelolaan sampah plastik.
Data yang diperoleh
dianalisis menggunakan metode kualitatif
deskriptif yang ditujukan untuk memberikan

selanjutnya

deskripsi analisis tetapi bukan digunakan
dalam membuat kesimpulan yang lebih luas
(Sugiyono, 2019). Data primer utama yang
diperoleh melalui instrumen kuesioner pada
para responden yang terdiri dari Ibu rumah
tangga, pedagang atau wirausaha, PNS dan
mahasiswa, akan dihitung nilai rata-rata untuk
memperoleh gambaran persepsi mereka atas
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permasalahan yang dibahas. Nilai rata-rata
tersebut disajikan dalam bentuk grafik dan
tabel, lalu dianalisis secara naratif.

HASIL ANALISIS
Kebijakan Pemerintah mengatasi masalah
Sampah Plastik di Kota Jayapura

Perkembangan sampah di Kota Jayapura
meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan
masalah yang harus diselesaikan melalui
peranan aktif pemerintah dan masyarakat.
Perkembangan sampah perhari di Kota
Jayapura ditunjukkan dalam Tabel 1.
Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa
perkembangan sampah perhari dari tahun
2017 sampai 2018 mengalami peningkatan
sebesar 3,0 persen; sementara untuk periode
tahun 2018 sampai 2019 terjadi peningkatan
menjadi 4,0 persen; dan di tahun 2020 pada
masa pandemi meningkat dari tahun 2019
menjadi 10 persen.

Berikutnya, hasil analisis lapangan
yang dilakukan peneliti mengidentifikasi
adanya sejumlah kebijakan yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam
upaya mengatasi masalah sampah plastik.
Upaya-upaya itu berupa sejumlah aturan yang
dikeluarkan sebagai berikut.

Kebijakan pertama adalah upaya
merespon terbitnya Surat Edaran Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Bahan Berbahaya dan Beracun No.
S1230/PSLB3-PS/2016 tanggal 17 Februari
2016 tentang kebijakan penerapan plastik
berbayar. Tindak lanjut yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Jayapura adalah munculnya
keputusan mengenai uji coba kebijakan
plastik berbayar yang hanya diterapkan di
pasar ritel modern. Biaya yang diterapkan
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adalah Rp. 200,- per kantong. Uji coba

kebijakan plastik berbayar ini diterapkan
sampai pada bulan Juni 2016.

Pemerintah Kota Jayapura juga melaku-
kan sejumlah sosialisasi penerapan kebijakan
kantong plastik melalui sejumlah leaflet yang
disebarkan kepada SKPD (saat Musrenbag
Distrik), di lingkungan sekolah, pada saat
kegiatan kerja bakti, pada waktu memberikan
pelayanan melalui Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Bapenda dan juga saat
pelayanan di kantor-kantor yang langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah pada tahun 2018
yaitu Peraturan Walikota Jayapura Nomor 19
tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi
Daerah Kota Jayapura diterbitkan dalam
upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga dengan
target pengurangan dan penanganan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga di wilayah Kota Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya
mengeluarkan Instruksi Walikota Jayapura
Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerapan
penggunaan kantong belanja  alternatif
pengganti kantong plastik di Kota Jayapura.
Peraturan atau instruksi ini diterapkan pada
lingkup pasar modern (mall, toko retail,
swalayan ataupun pusat pembelanjaan) yang
ada di wilayah Kota Jayapura. Penerapan
instruksi ini berlaku sejak tanggal 01 Februari
2019. Sejak diberlakukan aturan ini maka
pasar modern tidak lagi menyediakan kantong
plastik ketika pembeli membeli barang-
barang di toko-toko di Kota Jayapura,
sehingga pembeli akan membawa sendiri
kantong alternatif pengganti kantong plastik
ataupun membeli kantong alternatif yang
dijual di toko-toko tersebut.
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Tabel 1. Perkembangan Sampah per Hari di Kota Jayapura (Periode 2017-2020)

Tahun Volume Sampah per Hari (ton) Perubahan (%)
2017 292 -
2018 302 3,0
2019 313 4,0
2020 3443 10,0

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura tentang Sampah Plastik (Periode 2016-2029)

Tahun Dasar Kebijakan

Materi Kebijakan

Surat Edaran No. SE-06/PSLB3-

2016 bsp016

2017  Surat Edaran N0.660.1/886/2016

2018 Tahun 2018

2019 rohun 2019

Peraturan Walikota Jayapura Nomor 19

Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1

Pengurangan sampah plastik melalui
penerapan kantong belanja plastik sekali
pakai tidak gratis

Pengurangan penggunaan kantong plastik

Kebijakan dan strategi daerah Kota
Jayapura dalam pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga

Penerapan penggunaan kantong belanja
alternatif pengganti kantong plastik di Kota
Jayapura

Sumber: Tanan & Duri, 2021.

Dalam mendukung penurunan sampah
plastik di Kota Jayapura, terdapat juga dalam
program Adipura, demikian juga adanya
program Adiwiyata pada sekolah-sekolah di
Kota Jayapura. Berkaitan dengan program
pengolahan sampah plastik organik dan non
organic, ada juga kebijakan daur ulang botol
plastik dimana Pemerintah Kota Jayapura
menyelenggarakan lomba membuat Pohon
Natal dari botol plastik.

Demikian juga program Bank Sampah
yang melibatkan kelompok masyarakat dalam
tingkat RT/RW dengan mengumpulkan
plastik, kertas dan almunium yang kemudian
akan di jual kepada pengepul yang berlokasi
di Abe dan Sentani; program “Kampung
Iklim” untuk pengolahan sampah organik dan
non organic; kebijakan pengolahan sampah
plastik yang ditetapkan yaitu pemerintah
sebesar 70 persen dan 30 persen dari
masyarakat; serta, program membagikan

kantong belanja gratis dan botol minum gratis
di pusat perbelanjaan. Pada kantor Walikota
Kota Jayapura sudah diterapkannya larangan
penyajian minuman dalam kemasan botol
plastik.

Untuk mengetahui efektivitas penerapan
aturan ini, langkah selanjutnya adalah dengan
menganalisis  dampak  dari  kebijakan
pemerintah terhadap penurunan volume
sampah plastik di Kota Jayapura. Instruksi
dari Walikota tentang larangan penggunaan
kantong  plastik, bagaimanapun, telah
diterapkan di mall, supermarket ataupun ritel
modern. Akan tetapi, instruksi ini belum
diterapkan untuk lingkup pasar tradisional
(Tanan & Duri, 2021). Rangkaian kebijakan
pemerintah ini dapat ditunjukkan dalam Tabel
2 yang mengemukakan kebijakan pemerintah
yang sudah diberlakukan atau diterapkan
dalam mengatasi masalah dan pengelolaan
sampah plastik.
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Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah
dalam mengatasi Masalah dan Pengelolaan
Sampah Plastik di Kota Jayapura

Untuk  mengetahui  dampak  dari
pelaksanaan kebijakan plastik berbayar yang
diterapkan maka Pemerintah Kota Jayapura
menyebar poling kepada 1.000 orang anggota
masyarakat. Hasil poling tersebut menyatakan
bahwa 75,2 persen dari para responden
tersebut menginginkan adanya penerapan
harga plastik berbayar sebesar Rp. 200,-
sampai Rp. 500,- per kantong; 12,7 persen
menginginkan penerapan harga plastik
berbayar sebesar Rp. 500,- sampai Rp. 600,-
per kantong; 6,5 persen menginginkan
penerapan harga plastik berbayar sebesar Rp.
750,- sampai Rp. 1.000,- per kantong; dan,
5,6 persen menginginkan penerapan harga
plastik berbayar lebih besar dari Rp. 1.000.-
per kantong.

Selain itu, juga dilakukan monitoring
oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup
terhadap  penerapan  kebijakan  plastik
berbayar di Kota Jayapura pada bulan Mei
tahun 2016. Hasil monitoring penerapan
kebijakan plastik berbayar di lingkup ritel
modern ini dilakukan pada sejumlah toko,
seperti ~ Supermarket = Saga  Jayapura,
Hypermart Jayapura, Supermarket Saga
Abepura, Mega Abepura, Surya Jayapura,
Gelael, Hypermart Abepura, Robinson
Supermarket, Toko Aneka, dan sejumlah toko
lainnya. Proses monitoring ini dijalankan
selama masa penerapan program plastik
berbayar selama 3 bulan.

Melalui proses monitoring tersebut
terobservasi bahwa pelaksanaan kebijakan
plastik berbayar ini mengalami sejumlah
kendala, seperti kurangnya kesadaran
masyarat dalam mengurangi sampah plastik,
adanya konsumen yang belum bersedia
membayar Rp. 200,- untuk penggunaan
plastik yang terbuat dari bahan oxium,
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ataupun fakta bahwa tidak semua retail
menggunakan plastik biodegradable.

Untuk mengatasi kendala-kendala itu,
Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan
sosialisasi pengurangan penggunaan kantong
plastik untuk mengurangi dampak sampah
plastik di Kota Jayapura. Demikian juga
kegiatan daur ulang sampah plastik di
masyarakat baik berupa pelatihan-pelatihan
untuk dapat mengurangi sampah plastik di
lingkungan masyarakat.

Implementasi terkait Instruksi Walikota
Jayapura Nomor 1 Tahun 2019 tentang
penerapan penggunaan kantong belanja
alternatif pengganti kantong plastik di Kota
Jayapura efektif dilakukan mulai tanggal 01
Februari 2019. Penerapan instruksi ini
berdampak pada penurunan penggunaan
kantong plastik belanja khususnya di pasar
modern, sehingga meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk tidak lagi menggunakan
kantong plastik dan menjadi kebiasaan
masyarakat untuk menyediakan kantong
belanja alternatif pada saat berbelanja. Lebih
jauh, apabila dilihat dari dampak instruksi
Walikota Jayapura terhadap sampah plastik
maka penurunan sampah plastik dinilai sudah
mengalami  penurunan walaupun belum
sepenuhnya signifikan. Hal ini karena kondisi
penerapan peraturan yang dibuat pemerintah
tersebut belum diterapkan di pasar tradisional.

Hasil analisis terhadap dampak dari
kebijakan-kebijakan yang dijalankan pihak
pemerintah dalam mengatasi masalah dan
pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura
dapat dilihat melalui persepsi para anggota
masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan
230 responden yang merupakan pembeli atau
konsumen di sejumlah pasar modern yang
tersebar di Kota Jayapura. Hasil penyebaran
kuesioner atas para responden itu ditunjukkan
dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap masalah

Sampah Plastik di Kota Jayapura

Persepsi Masyarakat Jumlah (Orang) Jumlah (%)
Menurunkan sampah plastik 74 32,0
Belum sepenuhnya menurunkan sampah plastik 98 43,0
Tidak menurunkan sampah plastik 58 25,0
Total Jumlah 230 100,0
Sumber: Tanan & Duri, 2021.
Berdasarkan Tabel 3 diidentifikasi Pembahasan

bahwa mayoritas anggota masyarakat (98
orang atau 43%) menilai bahwa berbagai
kebijakan yang telah diupayakan Pemerintah
Kota Jayapura belumlah mampu sepenuhnya
menurunkan  persoalan sampah plastik.
Sebanyak 58 orang (25%) dari total
responden menyatakan bahwa berbagai
kebijakan Pemerintah Kota Jayapura tersebut
tidak mampu menurunkan persoalan sampah
plastik. Sementara 74 orang (32%) lainnya
dari total responden berpendapat bahwa
berbagai kebijakan Pemerintah Kota Jayapura
yang telah dilakukan selama ini sudah mampu
menurunkan persoalan sampah plastik di
wilayah Kota Jayapura.

Berdasarkan sejumlah fakta di lapangan
ini, seperti yang ditemui oleh Olusunmade
(2019) dalam penelitiannya, meskipun
hampir 50 persen dari populasi yang diteliti
untuk penelitian tersebut mengaku sadar akan
bahaya limbah plastik, akan tetapi masih
terdapat perilaku ketidakpedulian dalam cara
penanganan limbah plastik ini. Situasi ini
dapat diamati dari cara pembuangan limbah
secara sembarangan, sehingga menciptakan
tumpukan sampah di sekitar lingkungan
(Muslihun et al., 2020). Konsumen masih
terkesan cuek mengingat sampah kantong
plastik sebagai prioritas sampah yang
mendesak, sehingga kondisi ini membuat
kebijakan pemerintah menjadi masih kurang
efektif dalam mengubah perilaku konsumen.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang
diperoleh maka diidentifikasi terdapat
sejumlah kebijakan pemerintah terhadap
masalah dan pengolahan sampah plastik yang
telah diterapkan di Kota Jayapura. Hasil-hasil
ini juga didukung dengan hasil penelitian
sebelumnya milik Tanan & Duri (2021) yang
menelaah tentang surat edaran Menteri
Lingkungan Hidup, surat edaran, sosialisasi,
Peraturan Walikota dan Instruksi Walikota.

Berdasarkan hasil telaah persepsi
masyarakat diperoleh kebanyakan mereka
menjawab bahwa kebijakan-kebijakan milik
pemerintah belum secara keseluruhan mampu
menurunkan  persoalan sampah plastik.
Dengan kata lain, adanya sejumlah kebijakan
Pemerintah Kota Jayapura dapat menurunkan
masalah sampah plastik, tetapi belum
maksimal atau belum sepenuhnya -efektif.
Pendapat para responden ini didukung alasan
bahwa masih banyak ditemukan botol-botol
plastik di saluran-saluran pembuangan air,
apalagi pada saat musim hujan. Jawaban
responden yang lain mengemukakan bahwa
kebijakan pemerintah mampu menurunkan
sampah plastik karena terjadi penurunan
penggunaan kantong belanja dan bahkan tidak
lagi tersedianya kantong plastik di pusat
perbelanjaan pada saat masyarat berbelanja.

Jawaban responden selanjutnya menge-
mukakan bahwa kebijakan pemerintah tidak
dapat mengatasi persoalan sampah plastik
dengan alasan masih ditemukan sampah
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plastik serta masih banyak masyarakat yang
tidak membuang sampah pada tempatnya.
Jawaban terakhir ini senada dengan hasil
penelitian milik Muslihun et al. (2020) yang
mengidentifikasi bahwa kebijakan yang
diberlakukan masih kurang efektif untuk
memperbaiki kebiasaan konsumen.

Berdasarkan hasil persepsi masyarakat
tersebut bila dikaitkan dengan volume sampah
plastik di wilayah Kota Jayapura maka bukan
saja dibutuhkan peran kebijakan pemerintah,
tetapi juga kesadaran aktif dari masyarakat
untuk bersedia membuang sampah pada
tempatnya dan juga dapat mengelolanya
menjadi sampah bernilai ekonomis. Menurut
Andrawina et al. (2019), masyarakat seharus-
nya berperan aktif menjadi pengambil inisiatif
dikarenakan mereka adalah penghasil utama
sampah plastik. Sehingga berdasarkan hasil
kuisioner itu dinyatakan bahwa masyarakat
lebih dominan dengan jawaban bahwa adanya
kebijakan Pemerintah Kota Jayapura terhadap
masalah sampah plastik di Kota Jayapura
adalah sudah mampu menurunkan volume
sampah plastik tetapi belum sepenuhnya
mengatasi permasalahan tersebut.

Kondisi ini dinilai terutama karena
instruksi dari Walikota berkenaan dengan
larangan penggunaan kantong plastik di Pasar
modern masih belum sepenuhnya mengatasi
masalah sampah plastik di Kota Jayapura.
Untuk itu diperlukan tindak lanjut terhadap
dampak kebijakan yang telah diterapkan,
misalnya dengan merujuk saran Khan et al.
(2019) agar pihak pemerintah pusat maupun
daerah berupaya meningkatkan program daur
ulang sampah baik yang dikelola oleh
pemerintah ataupun oleh masyarakat sebagai
upaya mengatasi persoalan sampah plastik

SIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura
dalam mengatasi masalah sampah plastik
mengacu pada beberapa kebijakan sampai
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dengan penerbitan Instruksi Walikota tentang

penerapan penggunaan kantong belanja

alternatif pengganti kantong plastik di Kota

Jayapura. Dampak dari penerapan kebijakan

pemerintah  tersebut  berdasarkan  hasil

kuesioner diperoleh mayoritas masyarakat

berpendapat bahwa masih belum sepenuhnya

mengatasi permasalahan sampah plastik di
Kota Jayapura.

Hasil yang diperoleh ini diharapkan
menjadi masukan bagi Pemerintah dalam
mengambil langkah kebijakan selanjutnya
dalam penanganan sampah plastik, terutama
dalam memunculkan upaya-upaya yang dapat
mendorong peningkatan partisipasi  dari
masyarakat sehingga lebih berperan dalam
mengatasi persoalan sampah plastik. Selain
itu, diharapkan pemerintah daerah juga
berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas
dari fasilitas pendukung terkait pengolahan
sampah plastik tersebut.

Hasil penelitian ini diekspektasikan
menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota
Jayapura terhadap kebijakan-kebijakan yang
dimunculkannya serta dampaknya dalam
mengurangi sampah plastik di masyarakat,
apalagi dalam masa pandemi Covid-19 saat
ini. Bagaimanapun, dampak terkait kebijakan
yang dianalisis dalam penelitian ini dinilai
masih memiliki kelemahan karena masih
sebatas persepsi masyarakat saja, sehingga
direkomendasikan agar bahasan topik ini
dibahas lebih mendalam ataupun lebih
komprehensif oleh para peneliti berikutnya.
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